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ABSTRAK

Innovation Organization Pada Program One Agency One Innovation Di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Mappamiring dan

Ruliynawati Kasmad)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi organisasi yang dilakukan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan berasal dari
data primer dan sekunder. Penentuan informan dilakukan secara purposive,
adapun jumlah informannya sebanyak 9 orang. Teori yang digunakan adalah teori
dari Mintzberg yaitu Structure Simple, Machine bureaucracy, Professional
bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi dan
dokumentasi.

Penelitian ini validitas data yang digunakan adalah teknik triagulasi sumber.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah innovation organisation di
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik tetapi pada
bagian adhocracynya tidak dilakukan karena pemerintah Kabupaten Bulukumba
berharap kepada SKPD yang melakukan inovasi mampu mempertanggung
jawabkan inovasi yang mereka buat.

Kata kunci : Innovation Organization
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Inovatif adalah sebuah organisasi yang menangkap dan
memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh teknologi baru, pasar baru, dan cara-
cara baru dalam menjalanjan aktifitasnya. organisasi inovatif adalah pandangan
baru tentang inovasi organisasi yang mempersiapkan para top manajer dan lavel-
level lainnya untuk merangkum tantangan -dan peluang menciptakan organisasi
yang benar-benar ambidextrous, organisasi ini menyediakan alat bagi para top
manajer untuk memanfaatkan trend dan peluang dari siklus inovasi yang cepat

saat ini. (Berkely exsecutif education,2019)

Inovasi adalah sumber pertumbuban yang penting dan penentu utama
keunggulan, kompetitif bagi banyak organisasi. Mencapai inovasi membutuhkan
upaya terkoordinasi dari banyak aktor yang berbeda-beda dan intergritas kegiatan
lintas sektoral, domain pengetahuan dan konteks aplikasi. Dengan demikian,
pencapaian organisasi merupakan hal mendasar dalam proses inovasi.( Shalley
Christina E,2015). Kemampuan organisasi- untuk berinovasi adalah persyaratan
keberhasilan pemanfaatan sumber daya intentif dan teknologi baru. Sebaliknya,
pengenalan teknologi baru seringkali menghadirkan peluang dan tantangan yang
kompleks bagi organisasi, yang mengarah pada perubahan praktik manajerial dan

munculnya bentuk organisasi baru. Inovasi organisasi dan teknologi saling terkait.



(Schumpeter 1950) Melihat perubahan organisasi, di samping produk dan proses

baru, serta pasar baru sebagai faktor penghancur kreatif. ( Alice Lam, 2019).

Perubahan organisasi pemerintahan dalam hal ini pelayanan publik sekarang
sedang menjadi salah satu fokus pemerintah baik pada tingkat pusat maupun
sampai kegaris yang sangat dekat dengan masyarakat. Seperti halnya pada tahun-
tahun yang lalu pelayanan publik di Indonesia dinilai sangat tidak baik, dengan
hal ini, Inovasi sangat dibutuhkan agar pelayanan publik menjadi lebih baik, tepat

sasaran, dan cepat. (Sartika Dewi, 2015).

Proses inovasi merupakan perubahan sebuah sistem yang berkaitan dengan
penyediaan pelayanan kearah yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan.
Proses inovasi melihat bagaimana:proses pembuatan inovasi dilakukan oleh
pemerintah yang berorientasi pada.perhaikan pelayanan. Inovasi yang dibuat oleh
pemerintah merupakan sebagai bukti nyata dalam penerapan One Agency One
Innovation (satu instansi satu inovasi) yang harus dilakukan oleh setiap instansi
setiap tahun. Dengan program ini masyarakat sangat terbantu terutama dalam hal
perbaikan pelayanan publik karena saat sekarang ini pelayanan publik sudah

berbasis teknologi. (Basuki, 2018).

One Agency, One Innovation yaitu program yang menjadi keharusan pada
setiap Provinsi, Kabupaten, Kota, pada Kementrian, Instansi, dan Pemerintah
Daerah. Perubahan pelayanan publik sebagai jenis pelayanan publik baik berupa
ide kreatif, gagasan yang sangat memberikan manfaat secara langsung ataupun

tidak langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, inovasi pelayanan


https://www.bbvaopenmind.com/en/authors/alice-lam/

publik tidak harus selalu dengan ide-ide baru, penemuan baru. Melainkan
pendekatan atau ancangan dengan karakter yang bersifat kontekstual baik berupa

pelayanan publik yang sudah ada. (Modanggu, 2011)

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai jenis
inovasi disetiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga proses good
gavernance, dapat tercapai. Dan peraturan Menteri PANRB Nomor 30 tahun 2014
tentang pedoman inovasi pelayanan publik “terombosan pelayanan publik yang
merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung”

Langkah perbaikan pelayanan;publik di Indonesia dinilai masih lambat dan
tidak dapat mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi
informasi. Pemerintah dengan adanya kegiatan reformasi birokrasi maka secara
cepat akan mengalami pengembangan kualitas berupa nilai dan mutu pelayanan
publik dengan mengharuskan setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan
Daerah menciptakan minimal satu inovasi pokok atau penting setiap tahun yang
diketahui sebagai kegiatan One Agency One Innovation. Sebagai langkah
terombosan (breakthru) melaksanakan percepatan pengembangan kualitas

pelayanan publik. (Imanuddin, 2016)



One Agency, One Innovation adalah sebuah gerakan yang melibatkan seluruh
komponen good governance, One Agency One Innovation adalah kolaborasi tiga
vilar bangsa yaitu pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam menciptkan
sebuah inovasi yang harus dilakukan di setiap kementrian, lembaga, dan
pemerintah. minimal satu Inovasi untuk satu Instansi. (Modanggu, 2011). Hal ini

bertujuan untuk acuan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, satu lembaga atau organisasi harus selalu
melakukan inovasi agar mampu bersaing dan mampu mengikuti perkembangan
sekarang_ini, cara untuk melakukan inovasi yaitu adanya ide-ide baru, keterlibatan
di antara keduanya adalah kreativitas sebagai pengembangan ide baru. Sedangkan
inovasi adalah penerapan ide-ide itu secara aktual ke dalam pelaksanaan atau
implementasi dan kreativitas adalah-interaksi antara kemampuan atau kapasitas
seseorang dengan lingkungan. Agar kreativitas dapat berkembangan di dalam
organisasi maka harus mampu mendorong kreativitas gaya kepemimpinan yang
meliputi pengumpulan keputusan partisipasi, kepemimpinan transformasional, dan

mengembangkan kultur kreatif. (Idha Rahayuningsih, 2017)

Penelitian lainnya menjelaskan bahwa perubahan sering terjadi tetapi
hanya mengikuti perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh organisasi lain.
Hal ini tidak membawa dampak baik bagi organisasi tersebut. Desplaces (2005)
menarik pendapat yang dilakukan Porras dan Robertson’s (1992) perubahan yang
ikutan memberikan dampak positif hanya sebesar 38%. Meskipun perubahan
organisasi tidak langsung menghasilkan manfaat yang cukup banyak bagi

peningkatan organisasi, akan tetapi kurang lebih praktisi tetap mempercayai



tentang bergunanya suatu organisasi untuk menjalankan perubahan. (Desplaces,

2005).

Dari pembahasan di atas peneliti ini akan mengukur faktor yang
mempengaruhi inovasi, peneliti mencoba menggunakan  teori Mintzberg
Innovative Organization yang melihat pola dasar organisasi (Organization
archetype) bagi agency yang melakukan inovasi yaitu : Structure Simple, Machine
bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy. Dari

dasar inilah maka penelitan ini mengangkat judul.

“Innovation Organization Pada Program One Agency One. Innovation
Dipemerintahan Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah structure simple mendukung innovation Organization pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?

2. Apakah machine bureaucracy telah bekerja untuk mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?

3. Bagaimana professional bureaucracy dalam mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?

4. Bagaimanakah divisionalized form dalam mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?

5. Apakah terdapat lembaga adhocracy yang mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui structur simple mendukung innovation Organization

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

2. Untuk mengetahui machine bureaucracy telah bekerja untuk mendukung

innovation Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

3. Untuk mengetahui divisionalized form dalam mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

4. Untuk mengetahui divisionalized form dalam mendukung innovation

Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

5. Terdapat lembaga adhocracy yang mendukung innovation Organization

pada Dinas Kesehatan Kahupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pengetahuan untuk ke arah positif diharapkan menjadi
tunas bangsa yang dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa bukan sebagai
perusak, dan adanya perubahan yang lebih baik diharapkan dapat

meningkatkan kreativitas dan prestasi.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pemberi Pelayanan Publik : sebagai bahan masukan dalam
rangka upaya menjalankan innovation Organization pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Bulukumba



b. Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
organisasi inovatif dalam perbaikan pelayanan publik di Kabupaten

Bulukumba.

c. Bagi Peneliti : merupakan pengalaman nyata untuk membantu

penyelenggaraan innovation Organization pada Dinas Kesehatan

Kabupaten B
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Innovation Organization

Organisasi inovatif adalah pandangan baru tentang inovasi perusahaan yang
mempersiapkan para manajer dan pimpinan untuk merangkul tantangan dan
peluang menciptakan perusahaan yang benar-benar ambidextrous, perusahaan
yang mampu mengembangkan peluang wirausaha dan pelaksanaan yang sangat
baik (baik kegiatan yang esensial namun berpotensi bertentangan). Satu organisasi
akan berhasil itu tergantung dari seorang pemimpinnya bagaimana seorang
pemimpin mendorong dan melakukan sebuah inovasi-inovasi baru. Perusahaan
atau organisasi yang terus berinovasi-akan menciptakan dan menemukan kembali
pasar, produk, layanan, dan model bisnis baru, yang mengarah pada pertumbuhan
yang lebih besar. Inovasi didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk
mengenali peluang pasar, kemampuan internal untuk merespon secara inovatif.

Organisasi dapat mencapai keseimbangan di dalam struktur sosialnya jika
hubungan yang mapan dapat berkembang, dengan ini pekerja dapat meyesuaikan
keseimbangan diri yang terwujud. Dan apabila timbul perubahan dengan
organisasi pekerja harus melakukan penyesuaian pada saat organisasi mencari
keseimbangan baru, sebagai suatu siklus perubahan yang terus-menerus. Tugas
seorang pemimpin salah satunya yaitu memperhatikan karyawan yang tidak dapat
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dengan melakukan hal-hal yang

mengarah ke keseimbangan kelompok serta menata kembali pribadi-



pribadi para pekerja yang meras terganggu oleh terjadinya perubahan. Dalam
prinsip homeostatis, untuk menjaga keseimbangan, suatu kelompok dapat
menunjukkan sikap dan perilaku yang baik jika terjadi suatu perubahan, setiap
tekanan pasti menimbulkan tekanan baik dari dalam kelompok. Oleh karena itu
perlu mekanisme ketahanan “dari dalam” yaitu menghimpun energy apabila
perubahan sebagai sumber ancaman maka keseimbangan perlu diperbaiki.
Karakteristik organisasi yang memiliki mekanisme memperbaiki diri sendiri di
sebut homeostatis, yaitu para pelaku di dalam organisasi melakukan keadaan agar
kebutuhan -mereka - terpenuhi, secara otomatis mereka melindungi diri dari
kesemimbangan.

Para pemimpin yang melakukan perubahan dalam tim kerja atau organisasi
perlu mempersiapakan diri dengan keterampilan dan harus memiliki dua hal, yaitu
daya diagnosa dan kemampuan menerapkan perubahan. Daya diagnosa adalah
menetapkan metode obesrvasi untuk mengumpulkan data yang efektif serta
menyusun cara mengelola dan menafsirkan data. Daya diagnosa adalah suatu
kelincahan atau kepandaian untuk mengajukan pertanyaan, sensasi atau kepekaan
terhadap lingkungan organisasi, menetapkan metode observasi dan pengumpulan
data yang efektif serta menyusun cara mengolah dan menafsirkan data. (Afiff,
2012).

Dalam melakukan diagnosa, para pemimpin harus mengetahui perubahan apa
yang di inginkan oleh organisasi, pemimpin harus mengetahui apa yang marak
terjadi dan untuk menerapkan perubahan para pemimpin harus mampu mengerti

dan betul-betul memahami data diagnose kedalam tujuan dan rencana, strategi dan
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prosedur perubahan. Sebelum diagnosa dilakukan didalam organisasi maka harus
ada penjelasan tentang situasi yang akan diamati, harus mengetahui dari sudut
pandang banyak pihak yang akan terkena oleh dampak perubahan itu. Meskipun
kadang kala realitas itu menghambat perspektif luas, sehingga harus dipahami
benar kerangka acuan itu yang kita gunakan sejak awal. Dengan identifikasi
masalah, maka sejauh mana kita dapat mendeteksi kesenjangan antara apa yang
sesungguhnya terjadi dengan apa yang diinginkan untuk terjadi. Sebagaimana
yang diketahui pada suatu perubahan dilakukan untuk memperkecil kesenjangan
antara kenyataan (aktual) dengan apa yang diinginkan (ideal). Bisa jadi setelah
kita melakukan diagnosa, barulah disadari bahwa keinginan kita selama ini tidak
realistis karena perlu keseimbangan dengan hal-hal yang sesungguhnya terjadi.
(Afiff, 2012).

Dengan adanya perubahan, maka ‘perlu diidentifikasi alternatif pemecahan
dan strategi penerapan yang tepat untuk mengurangi kesenjangan. maka perlu
antisifasi konsekuensi yang akan muncul dari penerapan masing-masing strategi
alternatif, dan pada akhirnya perlu memilih strategi spesifik yang cocok untuk
diterapkan, bersamaan dengan penentuan alternatif dan pemecahan masalah.
Sebelum melakukan satu strategi perubahan maka ditentukan hal-hal apa saja
yang perlu kita miliki (sebagai faktor pendukung) untuk melakukan upaya
perubahan dan hal-hal apa yang merintanginya (sebagai faktor penghambat).
Berdasarkan pengalaman, bahwa apabila pemimpin melakukan strategi perubahan
tidak melakukan langkah analisis terlebih dahulu, bukan tidak mungkin akan

menemukan kesulitan dan tidak mengetahui penyebabnya. Untuk memanfaatkan
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teknik analisis didalam menyusun strategi perubahan, ada beberapa pedoman yang
dapat dipergunakan. Pertama, apabila didalam frekuensi faktor pendukung jauh
melebihi faktor penghambat dalam situasi perubahan, maka pemimpin dapat
melakukan atau mengatasi faktor penghambat untuk mendorong terjadinya
perubahan yang diinginkan. Kedua, begitupun sebaliknya apabila dimana faktor
penghambat jauh lebih kuat dari pada faktor pendukung. maka pemimpin akan
dihadapkan beberapa pilihan, untuk menghentikan upaya perubahan dengan
menyadari akan kesulitan jika hal tersebut dipaksakan, atau mengubah setiap
faktor penghambat- satu demi satu menjadi faktor pendukung dengan tetap
mempertahankan kekuatan faktor-faktor pendukung. Ketiga, apabila faktor
pendukung dan faktor penghambat memiliki kekuatan yang sama, para pemimpin
dapat lebth mempertahankan faktor pendukung, sekaligus pada saat yang sama
mengubah dan memperkecil kekuatan, baik sebagian atau seluruh faktor
penghambat. (Afiff, 2012).

Dengan demikian perubahan tetap bisa dilakukan dengan mengkaji dua daur
perubahan yang berbeda. Pertama, daur perubahan partisipatif, adalah apabila
telah tersedia pengetahuan yang kondusif dari tim kerja dan organisasi untuk
menerima perubahan, maka sikap dan sinerjitas positif dapat diarahkan ke
perubahan yang diinginkan. Strategi yang efektif yaitu dengan melibatkan setiap
individu, tim Kkerja atau organisasi secara langsung dalam upaya membantu dan
memilih ataupun melembagakan metode-metode baru dalam mencapai tujuan
yang diinginkan dan ikut serta dalam memecahkan permasalahan. Dengan

melakukan itu semua, yang memungkinkan kita mengubah suatu organisasi

11
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menjadi inovatif. Organisasi inovatif yang kita inginkan dapat terwujud, jika
adanya kemauan keras dari semua kalangan stakeholder, baik internal maupun
eksternal, yang aktif maupun pasif. (Afiff, 2012).

Menurut Mintzberg, ada lima Organization archetype yang dapat dijadikan
indikator yaitu:

1. Structure Simple, (struktur sederhana) ini sebagai bagian utama puncak
strategis, menggunakan pengawasan -lansung dan mempekerjakan
sentralisasi vertikal dan horizontal, dan organisasi ini dapat beradaptasi
dengan perubahan lingkungan dengan cepat. Dan menekankan inovasi
serta kelangsungan hidup jangka panjang.

2. Machine bureaucracy, (mesin birokrasi) memiliki struktur teknologi
sebagi bagian utama, menggunakan standarisasi proses kerja sebagai
mekanisme koordinasi utamanya, dan menggunakan desentralisasi
horizontal terbatas. Mesin birokrasi ini juga memiliki tingkat formalisasi
dan spesialisasi kerja yang tinggi.

3. Professional bureaucracy, (birokrasi professional) memiliki inti operasi
sebagal bagian kuncinya, menggunakan standarisasi keterampilan
sebagai mekanisme  koordinasi utamanya, dan menggunakan
desentralisasi vertikal dan horizontal.

4. Divisionalized form, (formulasi pembagian) devisi ini membentuk garis
tengah sebagai bagian kuncinya, dan menggunakan standarisasi output
sebagai mekanisme koordinasi utama, dan menggunakan desentralisasi

vertikal terbatas.
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5. Adhocracy.(adhokrasi) memiliki staf pendukung sebagai bagian
kuncinya, menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana
koordinasi.

Inovasi menjadi lebih penting karena perubahan lingkungn semakin cepat,
pendapat Lawrence dan Lorsch bahwa struktur organik dan mekanis dapat hidup
berdampingan tercermin dalam . debat kontemporer tentang pentingnya
mengembangkan mode hibrid organisasi ambidextrous, orgaisasi yang mampu
mengatasi perubahan teknologi evolusioner dan revolusioner (O’reilly dan
Tushman, 2004). kontribusi awal penting lainya adalah karya (Mintzberg,1979).
yang -mensintesis banyak pekerjaan pada struktur organisasi yang mengusulkan
serangkaian arketipe yang menyediakan konfigurasi struktur dasar perusahaan
yang beroperasi dilingkungan yang berbeda. Sejalan dengan teori kontingensi, ia
berpendapat bahwa organisasi yang- sukses merancang strukturnya agar sesuai
dengan situasinya. Selain itu, mengembangkan konfigurasi logis dari parameter
desain. Dengan kata lain, penataan yang efektif membutuhkan konsistensi
parameter desain dan faktor kontingensi. Itu 166 “hipotesis konfigurasi”
menunjukkan bahwa perusahaan cenderung didominasi oleh salah satu dari lima
arketipe murni yang diidentifikasi oleh Mintzberg, masing-masing dengan potensi
inovatif yang berbeda: struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi

professional, formulir yang dibagi dan adhokrasi. ( Alice Lam, 2011).

Dua dari arketipe ini dapat digolongkan sebagai organisasi organik dengan
kapasitas tinggi untuk inovasi dan adaptasi: struktur sederhana dan adhokrasi.

Yang pertama bergantung pada pengawasan langsung oleh satu orang, seperti
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dalam kasus kewirausahaan start-up, yang terus-menerus mencari lingkungan
berisiko tinggi. Yang terakhir adalah organisasi berbasis proyek yang sangat
fleksibel dan mengandalkan penyesuaian tim penyelesaian masalah bersama. la
mampu melakukan inovasi radikal dalam lingkungan yang bergejolak. Tiga
arketipe lainnya yang tersisa, birokrasi mesin, birokrasi profesional, dan bentuk
yang terbagi lebih banyak dihambat dalam kemampuan inovatif mereka yang
kurang mampu menghadapi hal-hal baru dan perubahan. Mereka berasumsi bahwa
ketika pasar teknologi dan produk menjadi lebih kompleks dan tidak pasti,
kegiatan tugas lebih heterogen dan tidak dapat diprediksi, organisasi akan
mengadopsi  struktur yang lebih adaptif dan fleksibel, dan mereka akan
melakukannya dengan beralih dari bentuk pengorganisasian birokratis ke

organik.( Alice Lam, 2011).

Pelayanan yang lambat, berbelit-belit,  kurang professional, kurang
responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan satu
penyakit pelayanan publik di Indonesia dalam melayani masyarakat. Untuk itu
diperlukan perbaikan atau inovasi baru agar tercipta suatu pelayanan yang baik

dan maksimal. (Mahsyar, 2011).

Berikut ada beberapa kepekaan organisasi terhadap inovasi dan pengambilan

keputusan sebelum melakukan inovsi:

1. Kepekaan Organisasi terhadap Inovasi

Kepekaan disini adalah berhubungan dengan sejauh mana organisasi itu

peka terhadap inovasi (lebih cepat menerima inovasi).
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Berikut beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaasn organisasi terhadap

inovasi, yaitu :

a.Ukuran suatu organisasi. Semakin besar suatu organisasi maka semakin cepat

menerima satu inovasi.

b. Mencakup Karakteristik struktur organisasi.

c. Sentralisasi. Dalam organisasi kewenangan dan kekuasaan dikendalikan oleh
orang-orang tertentu, hal ini terdapat hubungan negatif dengan kepekaan

organisasi.

d. Kompleksitas. Artinya organisasi berdiri karena orang-orang yang memiliki
keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Hal ini terdapat hubungan yang positif

terhadap kepekaan organisasi.

e. Formalitas. Artinya satu organisasi harus berpacu pada prosedur dan aturan-
aturan baku dalam berorganisasi. Hal ini- memiliki hubungan negatif terhadap

kepekaan organisasi.

f. Keakrabah dengan anggota. Ini juga mempunyai hubungan positif dengan

kepekaan organisasi.

g. Kelenturan organisasi. Artinya sebesar apapun organisasi mau menerima
masukan-masukan dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Hal itu

memiliki hubungan positif terhadap kepekaan organisasi.

h. Karakteristik perorangan (pemimpin). Ketika seorang pemimpin memiliki sikap

yang terbuka pada satu inovasi maka semakin cepat organisasi itu menerima.
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i. Karakteristik eksternal organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan sistem yang
dianut oleh organisasi. Apabila organisasi mau menerima pengaruh dari luar

sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima satu inovasi.

2. Keputusan Organisasi dalam Inovasi

Suatu Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran
yang sangat penting. Karena dampak daripemilihan keputusan tersebut akan
mempengaruhi keberlangsungan perorganisasian tersebut. Pengambilan keputusan
yang tepat pasti berpengaruh positif ke -organisasi tersebut, sebaliknya jika
pengambilan keputusan salah, maka justru akan merugikan organisasi itu.

(Ibrahim,1988).

Sebelum melakukan sebuah-inovasi perlu ada pengambilan keputusan,

berikut beberpa macam keputusan erganisasi sebelum melakukan innovasi:

1. Keputusan Otoritas

Keputusan ini dibuat oleh seseorang dan sekelompok kecil orang-orang
yanag sering disebut sebagai “kelompok dominan” didalam satu organisasi.
Dengan hal tersebut keputusan untuk menerima atau menolak inovasi dipaksakan
kepada anggota organisasi oleh para petinggi organisasi (orang yanag mempunyai
kekuasaan). Berikut Ada dua macam tipe keputusan otoritas yang sering

digunakan dalam organisasi formal :

a. Keputusan otoritas dengan partisipasi anggota organisasi

(pendekatan partisipatif).
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b. Keputusan otoritas tanpa partisipasi anggota organisasi
(pendekatan otoritatif).

2. Keputusan Kolektif

Menurut rogers dan Soemaker (1971) keputusan kolektif sebagai salah
satu cara yang digunakan oleh para anggota sistem sosial untuk menolak atau
menerima inovasi sebagai kesepakatan. bersama dan semua anggota harus
menerima keputusan yang telah dibuat bersama. Keputusan kolektif bisa
digunakan oleh organisasi yang dibentuk secara suka rela. Misalnya organisasi
kesenian dan olahraga. ‘Menurut Scheni, ada dua hal yang menghambat

dilaksanakannya pengambilan keputusan yaitu:

a. Anggota minoritas membutuhkan waktu yang sedikit lama karena sering
kali merasa tidak cukup waktu pada saat membicarakan hal-hal yang
diputuskan tersebut, sehingga mereka belum mengetahui secara
mendalam.

b. Kelompok minoritas berpendapat bahwa didalam pengumpulan suara itu
terjadi dua kelompok yang bersaing, pada saat sekarang ini mereka kalah
dan mereka akan menunggu kesempatan untuk berjuang mendapatkan

keberhasilan pada pengumpulan suara diwaktu yang akan datang.
B. One Agency One Innovation

Program One Agency One Innovatioan merupakan program yang dikeluarkan
oleh pemerintah Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Langkah-langkah dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia dinilai masih
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tertinggal dan tidak dapat mengikuti ekspestasi masyarakat yang selalu meningkat
sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan
dalam bidang teknologi informasi. Pemerintah dalam melakukan reformasi
birokrasi melaksanakan kebijakan yang mendorong percepatan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengharuskan pada setiap
Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah menciptakan paling sedikit satu
inovasi yang utama setiap tahunnya yang dikenal dengan gerakan One Agency
One Innovation.(Imanuddin,2016)

Gerakan One Agency One Innovation ini- menjadi gerakan bersama untuk
suatu- kerangka kebijakan yang harus dipahami bersama pula oleh semua
komponen Good Governance. Telaah keilmuan harus menjelaskan konsep One
Agency One Innovation dari sisi” pengembangan Illmu Administrasi Publik
.(Imanuddin, 2016).

Mengembangkan bentuk One Agency One Innovation dari upaya untuk
melakukan perubahan serta pembaharuan dalam kepemerintahan atau bisa disebut
dengan reformasi birokrasi. Perubahan dalam reformasi birokrasi sangat dirasakan
olen masyarakat yang menginginkan reformasi tersebut berjalan dengan cepat
namun kenyataannya kemajuan pelayanan publik tersebut berjalan dengan lambat,
Menurut Tempo dalam penelitiannya terdapat 18% warga atau masyarakat yang
berpendapat bahwa pelayanannya sudah lebih baik, 24% berpendapat bahwa
perizinan untuk usaha sudah lebih mudah dan 10% masyarakat yang berpendapat
bahwa proses penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang

sudah bagus.
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Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh pelayanan publik yang
berjalan dengan lambat yang ditinjau terhadap persoalan birokrasi
kepemerintahan, disebabkan birokrasi kepemerintahan merupakan pelaksana
setiap keputusan politik maupun kepemerintahan di Indonesia. Birokrasi sering
dimaknai sebagai proses pelaksanaan pelayanan yang sangat sulit berbelit, tidak

disiplin, banyaknya penyuapan serta pendapatan negatif lainya. (Imanuddin,2016)

Maka dari itu mempercepat peningkatan kualitas dalam pelayanan publik
merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempercepat meningkatnya
mutu yang bagus dalam pelayanan publik secara normal atau bisa disebut dengan
mempercepat peningkatan mutu yang balik dalam pelayanan publik supaya

peningkatan kecepatan untuk pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Dalam menyelenggarakan -pelayanan publik, pelaksanaan peningkatan
mutu yang baik dalam pelayanan publik dikatakan baik apabila sudah menyangkut
dengan perubahan yang bertahap yang di lakukan secara keseluruhan, seperti
menigkatkan mutu kenyamanan dari yang tidak nyaman menjadi nyaman,
sedangkan dalam melakukan percepatan pelaksanaan pelayanan publik merupakan
perubahan yang bertahap dalam menyelenggarakan pelayanan publik, seperti
pelayanan publik yang dilakukan secara manual menjadi pelayanan publik yang
lebih  modern yang dapat memberikan perubahan dalam instansi yang

menyelenggarakan pelayanan publik. (Imanuddin, 2016)

Maka dari itu, pelayanan publik dalam menginovasi pelayanan publik

untuk mempercepat peningkatan mutu yang baik yang dijadikan sebagai pengerak
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perubahan serta memberikan dorongan dalam perubahan sehingga membuat
pelayanan publik menjadi perubahan yang bertahap dengan baik dalam

menyelenggarakan pelayanan publik.

One Agency One Innovation merupakan langkah dalam memperbaiki
sistem pelayanan publik. Kemudian dikembangkan melalui llmu Asministrasi
Publik dan menggunakan konsep. inovasi-dan pelayanan publik On Agency One
Innovation sebagai langkah selanjutnya dari berbagai cara yang sudah dilakukan
oleh pemerintah, contohohnya memperbaiki regulasi pelayanan, sumber daya
manusia aparatur pelayanan, dan proses dan mekanisme pelayanan. hingga saat
ini _masih dinilai jauh dari kata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat. One Agency One Innovation menjadi sebuah langkah dalam
melakukan upaya percepatan (peningkatan kualitas pelayanan publik dan
mendorong timbulnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat
mengisspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer

pengetahuan. (Imanuddin, 2016)

Inovasi daerah sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2017 yaitu menjamin setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan berbagai
bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga
dapat mendukung tercapainya proses good governance. Yang menghasilkan

berbagai innovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Penelitian Terdahulu
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan
terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya

lakukan adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No | Nama | Thn Judul Penelitian Tujuan
1. | Sophie |2018 | INOVASI Penelitian ini bertujuan untuk
florenc PELAYANAN mendeskripsikan layanan
e PUBLIK (Studi | inovasi sistem  transportasi
tentang Surabaya | cerdas Surabaya dan kualitas
intelligent ~ transport | /ayanan di dinas perhubungan
system dalam | Surabaya dengan

menggunakan lima  atribut
inovasi dan empat dimensi
layanan kualitas.

meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
dinas perhubungan

kota surabaya)
2. | Abdul | 2015 | KEPEMIMPINAN Bertujuan untuk mengelola
Azis DALAM kreatifitas dan inovasi
Wahab PERUBAHAN DAN | (managing  creativity and

innovation)  dan = menjadi
seorang  pemimpin  yang
inovatif (innovative leader).

PERKEMBANGAN
ORGANISASI

3. | Botani | 2018 | IPB innovation & | Penelitian ini bertujuan untuk
square entrepreneurship expo | meningkatkan =~ daya saning
bangsa, pengembangan model
kewirausahaan berbasis
teknologi dan social (techno-
socio-enterpreneurship) di
IPB menyediakan dukungan
infrastruktur dan kelembagaan
yang mapan termasuk yang
melibatkannya mendukung
yang mendukung.

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan

penelitian ini bahwa penelitian ini mencoba menggunakan pola dasar
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Organization archetype Mintzberg yang melihat dari Structure Simple,
Machiniuuue bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form,

Adhocracy.

D. Kerangka Fikir

Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan program One Agency One
Innovation. Tujuan dari program ini untuk mengembangkan dan meningkatkan
pelayanan publik, karena selama ini Langkah perbaikan pelayanan publik di
Indonesia maupun dikabupaten Bulukumba sendiri dinilai masih lambat dan tidak
bisa mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi
Informasi. Inovasi pada era sekarang.ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan
oleh pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagimana program One Agency One
Innovation dipemerintahan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan pola
dasar Organization archetype Mintzberg. yaitu : Structure Simple, Machine

bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy.
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Adapun bagan kerangka fikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir

Program One Agency One Innovation

/

Innovation Organization

Structure simple
Machine bureaucracy
Professional bureaucracy
Divisionalized form
Adhocracy

CAES SR

Performance Pemerintah
Daerah Dikabupaten
Bulukumba

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data yang
diambil. Untuk menyamakan pembahasan dan cara pandang terhadap karya ilmiah
ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang maksud dan fokus
penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Adapun fokus pada penelitian ini
yaitu Organization archetype Mintzberg. yaitu : Structure Simple, Machine

bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy.
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Structure Simple, struktur simple ini sebagai awal sebelum melakukan
suatu inovasi, struktur sederhana ini digunakan oleh pemerintah atau pun
perusahaan untuk melakukan sebuah inovasi, struktur ini dibuat tergantung
bagaimana seorang pemerintah atau organisasi agar tidak menyulitkan para
karyawan atau pegawainya agar suatu innovasi dapat berjalan dengan baik.
Machine bureaucracy, yang berperan pada mesin birokrasi ini yaitu para
karyawan atau anggota di suatu organisasi ataupun pemerintahan untuk
melakukan sebuah inovasi baru.

Professional bureaucracy, pada bagian ini sangat terkait dengan strukture
simple dan mesin birokrasi. Para karyawan atau anggota organisasi bekerja
dengan melihat standar-standar simple, dan bekerja secara professional
tidak menerima masuka-masukan di luar struktur atau standar yang telah
ditentukan sebelumnya, agar inovasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan
apa yang dirumuskan dari awal.

Divisionalized form, organisasi besar dengan prodak membuat divisi untuk
menangani kegiatan terkait. Keuntungan dari. struktur organisasi yang
terbagi ini adalah bahwa divisi tersebut dapat bertindak dengan otonomi
tingkat tinggi untuk menangani situasi kuhusus mereka.

Adhocracy, Adhokrasi memiliki staf atau standar pendukung sebagai
bagian kuncinya, menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana
koordinasi, dan mempertahankan  pola  selektif  desentralisasi.
(menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana koordinasi, dan

mempertahankan yang sudah ada).
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F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, maka biasa dikemukakan

deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Structure Simple, yang dimaksud sini adalah bagaimana para pekerja
melakukan sebuah inovasi yang berpedoman pada struktur yang telah
dibuat agar satu inovasi-dapat berjalan dengan baik. Strukture ini didesain
atau di diskusikan secara formal agar strukture ini tidak menghambat
jalanya semubah inovasi.

2. Machine bureaucracy, yang dimaksud dengan mesin birokrasi disini
adalah para aparat pemerintahan yang bekerja sesuai dengan bidang atau
keahliannya masing-masing tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu
untuk sebuah inovasi.

3. Professional bureaucracy, profesional birokrasi yaitu organisasi yang
betul-betul bekerja secara professional, yang tidak lagi bekerja dengan
sogokan-sogokan, yang betul-betul bekerja sesuai tuntutannya.

4. Divisionalized form, satu organisasi dalam melakukan satu inovasi
membutuhkan divisi untuk menangani inovasi tersebut, divisi ini dapat
bertindak sesuai dengan standar strukture birokrasi dan melakukan secara
professional.

5. Adhocracy, suatu organisasi ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi
atau menyesuaikan diri dengan satu inovasi, adhokrasi ini membutuhkan

tim atau standar pelayanan untuk melakukan sebuah inovasi.



BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Ada dua Dinas atau Instansi
yang melakukan program One Agency One Innovation adalah di Dinas kesehatan
dan Dinas Capil yang masuk empat puluh (40) besar inovasi di Indonesia,
penelitian ini memilih Dinas Kesehtan Kabupaten Bulukumba. Karena inovasi-
inovasi yang dilakukan pada Dinas Kesehatan yang banyak mendapatkan respon

baik dari masyrakat dan pemerentah setempat.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. (Sugiono. 2014).
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan melihat bagaimana perubahan-
perubahan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam
penyelengaraa pelayanan yang sesuai dengan program One Agency One

Innovation.
2.Tipe penelitian

Tipe peneilitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif (sugiono,
2014). Deskriptif kualitatif mencoba menggambarkan bagaimana program One

Agency One Innovation. Berjalan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulukumba
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C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini tebagi menjadi dua yaitu, terdiri dari data primer

dan sekunder.

1. Data primer

Merupakan data atau informasi yang di dapatkan secara lansung
dilapangan melalui dokomen-dokumen,wawancara secara langsung dengan
instansi atau pemerintah setempat yang bisa menjadi informan dengan
mengajukan pertanyaan langsung tentang perubahan-perubahan yang terjadi di

daerah tersebut (Sugiono,2013).

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperlukan-—untuk mendukung hasil penelitian
berdasarkan literature, peraturan-peraturan, teori, dokumen, dan hasil penelitian
yang berwujud laporan yang dapat mendukung data yang diperiukan dalam proses

penelitian (Sugiono,2013).

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling

penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat.

Adapun informan yang terdapat dalam peneletian ini yaitu:
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Table 3.1 Informan Penelitian

No Jabatan Jumlah

1. Wakil Bupati Kabupaten 1 orang
Bulukumba

2. Sekretaris Dinas Kesehatan 1 orang

Kabupaten Bulukumba

3. Kabid Binyankes 1 orang
4. Kasubag umum dan Kepegawaian 1 orang
L Ketua Koordinasi Harian PSC 1 orang

(salah satu inovasi)

6. Pelaksana inovasi 2 orang

(karyawan PSC)

7. Masyarakat 2 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara operasional yang ditempu oleh
peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu
penelitian bergabung oleh data objektif. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan
teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat pengambilan data. Dalam

penelitian ini teknik pengumpulan yang diperlukan adalah:
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1. Observasi
Pada metode pengamatan ini Penelitian melakukan observasi atau
pengamatan secara langsung kelokasi penelitan langsung, jenis penelitian
ini juga dilakukan secara buka-bukaan tentang kegiatan yang berkaitan

dengan program One Agency One Innovation dikabupaten Bulukumba.

2. Wawancara
Wawancara adalah Proses tanya jawab yang dilakukan dua orang
atau lebih tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari
informan-informan' yang terkait tentang program One. Agency One

Innovation yang dilakukan di kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu- “ teknik pengumpulan data melalui cara
pengumpulan data melalui sumber-sumber data sekunder yang
berhubungan dengan masalah perubahan-perubahan yang terjadi
dikabupaten Bulukumba. Dokumentasi bias berupa tulisan ataupun berita
dari media online, arsip-arsip tulisan dari Dinas terkait untuk membantu

penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah berikutnya untuk mengelola data dimana data
yang dipergunakan dikerja dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian.
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Dalam modeli ini terdapat 3 komponen pokok menurut Miles dan

Huberman (sugiono,2014) tiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Kata
Jumlah data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, untuk itu
harus dicatat secara jelas. Oleh karena itu diperlukan secara berlanjut
menganalisis data melalui reduksi data. Reduksi data melalui cara
merangkum atau menyimpulkan dengan cara memilih hal yang penting
dan terkait dengan pokok penelitian tersebut.
2. Penyajian data
Penyajian data diolah dengan menyusun dan menyajikan kedalam
teks naratif yang sesuai dengan keadaan data yang telah direduksi, akan
memudahkan pengkonstruksian.data dilakukan yang ditemukan dalam
peneliti ini akan tetap dalam konteks fokus penelitian dan tidak meluas
keluar tema. Data yang diambil dari hasil pengamatan lapangan serta hasil
wawancara dengan informan dan telah diolah melalui proses reduksi,
penyusunan, diseleksi dan dikategorisasikan kemudian disajikan dalam
bentuk teks seperti innovation organization pada program one agency one
innovation dipemerintahan Kabupaten Bulukumba. Lalu pola-pola variasi
hasil penelitian muncul dilapangan sehingga semua data yang diharapkan
dapat diperoleh.
3. Penarikan Kesimpulan
Langkah selanjutnya dalam menganalisisdata kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dilaksanakan aktifitasnya pada saat pengumpulan
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data sudah cukup dan selesai. Langkah ini berinteraksi sampai diperoleh
kesimpulan yang matang apabila kesimpulan dirasakan kurang lengkap,
maka akan dilakukan pengumpulan data kembali dilapangan, sasaran yang
sudah focus. Penelitian melakukan uji kebenaran terhadap setiap makna
yang muncul dari data, melalui pengecekan ulang kepada informan
pendukung terhadap setiap data yang didapat selain itu peneliti melakukan
diskusi terhadap -interprestasi pada pihak-pihak lain baik yang ada
dilapangan maupun diluar lapangan, sehingoa dapat diperoleh kesimpulan
mengenai - innovation organization pada program oOne agency one

innovation dipemerintahan Kabupaten Bulukumba.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang dilakukan. oleh peneliti dalam pengujian kredabilitas
data adalah dengan triagulasi. Triagulasi menurut (Sugiyono, 2013). Diartikan
sebagai pengecekan ulang data melalui berbagai sumber dari berbagai tahap dan
berbagai waktu. Lebih lanjut lagi Sugiono membagi triagulasi ke dalam tiga

macam, yaitu:

1. Triagulasi sumber

Triagulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah
diperoleh dengan beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan
pengumpulan dan menguji data yang telah didapatkan dengan hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti
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membandingkan hasil pengamatan dengan melakukan perbandingan dari hasil

wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap dokumen yang ada.

2. Triagulasi teknik

Trigulasi teknik dengan cara mencocokkan data melalui sumber yang
sama atau dengan cara yang berlainan atau berbeda. Dengan ini yang diperoleh
dengan wawancara lalu dilihat dengan observasi dan dokumen. Apabila ketiga
teknik yang dilakukan melalui pengujian kredibilitas data tersebut
mendapatkan data yang tidak sama, maka peneliti harus lebih lanut melakukan
diskusi untuk mengambil keputusan mengenai sumber data yang terkait, dalam
memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya

benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triagulasi waktu

Wakiu juga bias mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam menguji
kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melalui pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu dan kondisi yang tidak
sama. Jika hasil pengujian memperoleh data yang tidak sama atau berbeda,
maka harus dilakukan dengan berulang-ulang sehingga dapat ditemukan
kepastian datanya. Triagulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengcek hasil
penelitian dari tim penelitian lain yang diberikan tugas melakukan

pengumpulan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba Adalah Salah Satu Daerah Tingkat Il di Provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km?.
Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi
Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai
tambah - ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah
Kabupaten Bulukumba 1.154,47 km? dengan jarak tempuh dari Kota Makassar
sekitar 153 Km.

Secara Geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antar 5°20”
sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-
batas wilayahnya adalah:

a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar

c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk Bone

d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
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Berikut gambar letak kabupaten bulukumba:
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Gambar 4.1: Peta Letak Loka5| Bulukumba

Secara Wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat
dimensi,yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng/Lompobattang,
dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian
antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir,
yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe,

Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan
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Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100
meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang,
Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan
Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara
dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian
dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.
Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan
topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai
bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah
sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28%maka dataran tinggi mencapai
49,72%. Kabupaten Bulukumba-“mempunyai suhu rata-rata berkisar antara
23,82 °C — 27,68 °C. Suhu pada kisaran-ini sangat cocok untuk pertanian tanaman
pangan dan tanaman perkebunan.Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran
yang terdiri dari sungai besar dan sungal kecil. Sungai-sungai ini mencapai
panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km,
sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini
mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Tanah di Kabupaten Bulukumba
didominasi jenis tanah latosol dan mediteran.Secara spesifik terdiri atas tanah
alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat
dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara.Sedangkan tanah regosol dan
mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah

bagian barat.
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2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Dinas Kesehatan (dinkes) daerah atau wilayah Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai
kesehatan. Dinkes Kabupaten Bulukumba memiliki tugas untuk merumusan
kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan kebijakan bidang kesehatan,
melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanaan administrasi
Dinas Kesehatan, dan melaksanaan fungsi lain yang terkait dengan urusan
kesehatan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui ‘kantor dinas kesehatan ini juga
pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan,
penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat
serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas
fasilitas kesehatan di wilayah kerjanyay baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-
obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya. Kunjungi kantor dinas kesehatan
terdekat ini untuk aduan atau informasi seperti info kesehatan, program kesehatan,
hingga berita kebijakan kesehatan. Anda juga dapat mengunjungi situs atau

website resmi dinkes secara online untuk informasi lainnya.
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Adapun visi dinas kesehatan yaitu :

""Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi
Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan
Yang Demokratis Dan Religius” sedangkan Misi dinas kesehatan :

Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan,
dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;

Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi-daerah;

Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan
wilayah;

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih
(Clean Governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
Meningkatkan kerjasama antardaerah ‘untuk menciptakan peluang kesejahteraan
masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;

Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan
penanggulangan bencana;

Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan

religius didalam kehidupan bermasyarakat;
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a) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun

2018-2019
Gambar 4.2 Struktur Orgaganisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba
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Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada
dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:
Kepala Dinas
Kepala Dinas kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantun;

Uraian tugas Kepala Dinas yaitu:

Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan Dinas Kesehatan;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
Menyelenggarakan pembinaan umum pembangunan kesehatan, meliputi tugas
kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sertatugas pembantuan di bidang
kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menyelenggarakan pembinaan teknis pembangunan kesehatan yang meliputi
perumusan dan - pelaksanaan kebijakan upaya keseehatan berdasarkan
kebijakan upaya kesehatan berdasarkan kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis, adminstratif upaya-
upaya pembangunan kesehatan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
Menyelenggarakan pembinaan oprasional dibidang kesehatan sesuai kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati;
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8) Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan
kepegawaian dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
9) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
10) Menyususn laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
11) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
2.Sekretaris Dinas
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
urusan umum dan kepegawaian,, Keuangan serta penyususnan program di
lingkup Dinas Kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretaris
menyelenggarakan fungsi:
1) Menyusun rencana Kkegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas ;
2) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
dilingkungan Dinas Kesehatan;
3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
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Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan keitan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum
dilaksanakan;

Memberi petunjuk pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Dinas
Ksehatan;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas
sehingga terwujud- koordinasi, sikronisasi dan intergrasi pelaksanaan
kegitan;

Memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan
barang milik Negara;

Memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

Memberi petunjuk dan mengevaluasi penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja Dinas Kesehatan;

10) Mengoordinasikan dan melaksankana pengolahan dan penyajian data dan

informasi;

11) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

12) Melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perangka hukum,

administrasi kepegawaian dan administrasi

13) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan

dan barang milik Negara (BMN);

14) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi

dan tata laksana dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
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15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga
Dinas Kesehatan;
16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atas; dan
18) Melaksanaakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atas sesuai
dengan bidang tugasnya.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian-Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun
program kegiatan, membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum
dan kepegawaian.
b. Sub bagaian keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin-oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugaspokok membantu Sekretaris dalam menyususn program dan kegiatan
serta membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan lingkup
Dinas Kesehatan.
c. Sub bagaian perencanaan dan pelaporan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin olehseorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun
program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
urusn program dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.

3.Bidang Kesehatan Masyarakat
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Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan

penyususnan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesehatan

masyarakat.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesehatan masyrakat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Mendistribusikan .dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

Memantau, -mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan

Merencanakan program lima tahunan upaya pelayanan kesehatan keluarga
dan gizi promosi kesehatan danpemberdayaan masyrakat serta kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Melaksanakan pembinaan, bimbingan tehnis dan mengendalikan upaya
kesehatan pada daerah perbatasan, terpecil, rawan dan kepulauan
Melaksankan pengawasan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.
Melakukan pembinaan teknis dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya
kesehatan keluarga dan gizi.

Menyusun profil upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi

Melakukan koordinasi lintas program dan sektor termasuk lembaga

internasional sesuai dengan bidang tugasnya
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10) Melaksankan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan kesehatan
keluarga dan gizi

11) Melaksankan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan kesehtan
kelurga dan gizi

12) Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tekhnis upaya pelaksanaan kesehatan
keluarga dan gizi

13) Melakukan analisasi data dalam rangka pengembangan program upaya
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi

14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

16) Melaksankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesehtan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehtan Keluarga dan Gizi di pimpin oleh Kkepala Seksi

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan

penyususnan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesehatan keluarga

dan gizi.

e. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyrakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyrakat dipimpin ole seorang Kepala

Seksi  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam

mengoordinasikan penyususnan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan

promosi dan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
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Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin
oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam
mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan
kesehtan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

4.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam

mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan

pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

1) Menyusun rencana kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
sebagai pedoman dalam pelaksanaan,tugas

2) Mendistribusikan dan memberi-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan bahwa untuk
mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan

4) Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pengendalian
penyakit menular, pengamatan penyakit menular dan tidak menular

5) Melaksanakan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah

6) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit

7) Melaksanakan pengamatanpenyakit immunisasi dan upaya kesehatan matra
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8) Melaksankan pengendalian oprasional penanggulangan masalah kesehatan
akibatt bencana dan situasi khusus
9) Melaksankan registrasi akreditasi dan sertifikasi sarana yang berkaitan
dengan bidang tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10) Melaksankan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya
pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa
11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
13) Melaksanakan- tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai
tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan
program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Surveilans dan Imunisasi.
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh
Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam
mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok
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membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan

kegiatan terkait penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

5.Bidang Penyelenggaraan Kesehatan

Bidang Penyelenggaraan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan

penyusunan program -dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan

kesehatan.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka

uraian jabatan yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas

Membimbing penyusunan normal, standar, prosedur, dan kriteria pada
pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan Kesehatan rujukan
serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu

Melaksankan koordinasi lintas sektor dan program serta lainnya yang
rerkait dalam pelaksanaankegiatan bidang pelayanan kesehatan
Memberikan bimbingan teknisdan supervise pada pelayanan kesehatan
primer dan tradisional

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pemantauan

Mengoordinasikan perencanaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
Memberikan rekomendasi izin dan penetapan kelas rumah sakit, izin

pelayanan laboratorium dan izin pelayanan radiologi
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8) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan haji

9) Mengatur, membina dan  mengawasi  pelaksanaan  pelayanan
obstetrineonatal emergensi dasar dan komprehensif

10) Melaksankan peningkatan sarana, prasarana dan alat paada pelayanan
kesehatan primer, rujukan, dan fasilitaspelayanan kesehtan lainnya

11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

12) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugs kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui
tugas-tugas yang telah dan belum dilaksankan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
bidang tugasnya.

a.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan-Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh Kepala

Seksi mempunyal tugas pokok membantu kepala Bidang dalam

mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan

pelayanan kesehatan primer dan tradisional.

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan

penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan

keesehatan rujukan.

c. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
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Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh
Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam
mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu .

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan
penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Sumber Daya
Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
maka uraian tugas jabatannya yaitu:

1) Menyusun encana kegiatan bidang-sumber daya kesehatan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas

2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui
tugas yang telah dan belum dilaksanakan

4) Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan upaya keparmasian

5) Mengontrol ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat generik dan
obat esensial yang bermutu.

6) Mengingkatkan pengawasan mutu, khasiat, keamanan prodak dan
penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan

a. Seksi Kefarmasian



50

Seksi Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok
membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan
kegiatan terkait penyelenggaraan Kefarmasian.

. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh Kepala
Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan.

. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengoordinasikan
penyusunan program dan kegiatan'-terkait penyelenggaraan Sumber Daya

Manusia Kesehatan.
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3. Data-data inovasi yang sudah dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019

Tabel 4.1 Inovasi Tahun 2017

No Inovasi Pada Pahun 2017

1 Halo Sehat

2 Kelompok Wanita Tani (KWI) Peduli Ibu Hamil di Desa Kambune
3 Senyumku Sehatku

4 Ketuk Pinu Calon Pendonor Ibu Hamil

Sumber:Dinas Kesehatan Bulukumba

Tabel 4.2 Inovasi Tahun 2018

No | Inovasi Pada Tahun 201

1 Kemilau Cinta ( kelompok wanita tani peduli bumil andalan utama cegah kematian
ibu.dan neonatal )

2 Kopi Tawar ( kelompok peduli tanaman obat warga dusun bonto tangga desa
salassae kec. Bulukumpa kab. Bulukumba)

3 Pesonaku Dilayah Mapesse ( pemberdayaan kader masyarakat, pada kelompok
asuhan mandir kesehatan tradisional layya mapesse lingkungan paricing kelurahan
palampang)

4 Pesta Durian ( peran serta duta‘remaja duta anemi)

5 Satu Rasa Cermat ( bisa, patuh dan rasional agar bisa menggunakan obat )

6 PSC (Public safety center)

Sumber: Dinas Kesehatan Bulukumba

Tabel 4.3 Inovasi Tahun 2019

No Inovasi Pada Tahun 2019

1 Senyum Miana ( sehat nyaman dan aman dengan miana )

2 Getar Cinta ( gerakan tuna rungu cerdas emosional dengan senam otak )
3 Dora Sang Penyelamat Bagi Ibu dan Neonatal di Desa Bialo

Sumber: Dinas Kesehatan Bulukumba
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4. Jumlah Pegawai

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

No Jabatan Jumlah
1 Plt. Kepala Dinas Kesehatan 1 orang
2 Sekretaris Dinas Kesehatan 1 orang
3 Kabid 4 orang
4 Kasubag 3 orang
5 Kasi 11 orang
6 Staf 65 orang

Total 85 orang

B. Innovation Organization pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Inovasi merupakan konsep yang terus berkembang dari waktu
kewaktu.Tren dari keberhasilan |pada smasa sekarang merupakan indikasi dari
realisasi- realisasi. Inovasi banyak memberikan terhadap organisasi juga
kreatifitas .sementara inovasi, baik perorangan maupun organisasi. Dinamika
perubahan lingkungan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan selalu belajar.
Inovasimerupakan upaya mempertahankan yang menggambarkan organisasi
dalam lingkungan. Inovasi dalam satu organisasi menjadi hal yang penting
dilakukan untuk membawa organisasi menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan
dan tepat sasaran yang efektif dan efisien.Adanya inovasi organisasi yang
diharapkan dapat memecahkan masalah lingkungan dan perubahan lingkungan,

persaingan khusus yang ketat dan sumber daya, sumber daya bersaing.
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Organisasi menurut rogers adalah suatu sistem yang stabil, yang
merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu, untuk mencapai
tujuan bersama, dengan mengatur jenjang dan pembagian tugas tertentu.(lbrahim,
1988:129).0leh karena itu dapat disimpulkan bahwa organisasi inovasi adalah
suatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi
baik formal maupun organisasi informal.

Organisasi Inovasi- dilakukan untuk meningkatkan kualitas, maupun
kinerja para karyawan, menciptakan hal-hal baru, denganadanya inovasi tersebut
diharapkan kualitas- Kinerja dapat meningkat dan unggul yang lebih tinggi dari
sebelumnya.

Pada bab pembahasan akan dijelaskan bagaimana innovation organization
diukur menggunakan teori Mintzberg yang melihat pola dasar organisasi bagi
agency yang melakukan inovasi yaitu :=1) Structure Simple (struktu sederhana);
2). Machine bureaucracy (mesin birokrasi); 3).Professional bureaucracy
(birokrasi profesional); 4). Divisionalized form (formulasi pembagian); 5).

Adhocracy (adhokrast).

1. Structure Simple

Structure Simple (Struktur Sederhana ) yang dimaksud adalah bagaimana
struktur yang digunakan selama ini dalam merumusakan atau menjalankan sebuah
inovasi, apakah menggunakan struktur sederhana yang mudah dipahami dan
dilaksanakan oleh pelaksana inovasi atau sebaliknya yang menggunakan struktur
yang berbelit-belit sehingga memperlambat proses inovasi disatu organisasi. Ada

kajian untuk lebih dalam yaitu aturan khusus inovasi, desain, jaminan inovasi.
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Tabel 4.5 :Deskripsi Struktur Simple Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas
Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

Informan Desain Aturan khusus inovasi Jaminan inovasi
Wakil Bupati | Program  public | Instruksi Presiden Nomor 4 | Memberikan
Bulukumba safety center | Tahun 2013 tentang Program | bantuan sarana.
(PSC) decade aksi keselamatan jalan. )
Memberikan
Dimana salah satu
bantuan dana.
programnya adalah
mengamanatkan untuk
membentuk Program public
safety center (PSC) di. setiap
Kabupaten dan Kota
Pelaksana Program  public | Peraturan Bupati Nomor 11 | Memberikan
Inovasi safety center | tahun 2018 tentang pembuatan | bantuan sarana.
PSC Program public safety center )
(Pak Ihwan) L g P 7 Memberikan
PSC di Kabupaten
(PSC) P bantuan dana.
Bulukumba
Dinas Melakukan Peraturan mentri kesehatan Rl | Memberikan
Kesehatan pelatihan-pelatihan | Nomor 19 Tahun 2016 tentang | bantuan sarana.
emerjensi ang | sistem penanggulangan gawat
! yang P LG Memberikan
tingkat mahirlah | darurat terpadu (SPGDT)
bantuan dana.
agar program
tersebut  semakin
maju.
Masyarakat Pelaporan Tidak tahu Terpenuhinya
id kebutuhan-
(ridwan) kebutuhannya

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa Wakil Bupati Bulukumba

mendesainkan Program Public safety center (PSC), Dengan menggunakan aturan
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khusus inovasi yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program
decade aksi keselamatan jalan. Dimana salah satu programnya adalah
mengamanatkan untuk membentuk Program Public safety center (PSC) di setiap
Kabupaten dan Kota dan jaminan inovasinya memberikan bantuan sarana, dan
memberikan bantuan dana. Rumah sakit umum daerah Bulukumba juga
mendesainkan Public safety center (PSC), dan juga memiliki aturan khusus
inovasi Peraturan Bupati-Nomor 11 Tahun 2018 tentang pembuatan Program
Public safety center (PSC), di Kabupaten Bulukumba, dan jaminan inovasinya
juga memberikan bantuan sarana dan bantuan dana. Kemudian Dinas Kesehatan
mendesainkan dengan melakukan pelatihan-pelatinan emerjensi yang tingkat
mahir agar program tersebut semakin maju, kemudian Aturan khusus inovasinya
yaitu Peraturan mentri kesehatan” RI*'Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem
penanggulangan gawat darurat terpadu=(SPGDT), dan jaminan inovasinya juga
sama dengan pemerintah. Kemudian masyarakatnya disini. sebagai pelapor
sehingga inovasi tersebut dapat terwujud.

Pada tabel diatas juga merujuk pada Structure simple (Struktur sederhana)
yang berfokus terhadap aturan khusus yang diterapkan dalam membuat sebuah
inovasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat sebuah inovasi diperlukan
proses dan struktur yang sederhana agar inovasi yang dibuat bisa berjalan dengan
cepat dan baik yang tidak menyulitkan satu pihak dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DW (Kabid
binyankes) yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan sebuah inovasi kami tentunya membuat sebuah
struktur sederhana yang mudah dilakukan, agar sebuah inovasi yang
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dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diarahkan
oleh atasan. (Hasil wawancara 7 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini juga senada dengan apa yang
disampaikan oleh informan HW (Selaku Sekretaris Dinas Kesehatan), bahwa :

“Tentunya, seharusnya  melalui SOP. Secara sederhana, dengan
menggunakan struktur sederhana dulu, kemudian dengan berjalannya
waktu kita jadikan SOP sebagai jadinya lining beduin, artinya inovasi awal
dijalankan secara sederhana kemudian dikerjakan maka dari itulahkita
mendapatkan banyak pembelajaranyang bisa dilakukan.(Hasil wawancara
9 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengatakan bahwa inovasi yang
dilakukan itu menggunakan struktur sederhana agar- inovasi tersebut dapat
berjalan dengan lancar. Kemudian informan HM (Kasubag Umum Dan
Kepegawaian) berpendapat bahwa:

“Saya selaku Kasubag umum -melihat bahwa setiap ada inovasi-inovasi
baru yang dilakukan atau diusulkan oleh-Pemerintah setempat, dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai-aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik
itu dari segi strukturnya, kerja samanya. Peneliti melihat mereka mampu
bekerja sama dengan baik. Dan juga struktur yang di gunakan tidak
menyulitkan para pelaksana inovasi tersebut. (Hasil wawancara 10 juli
2019)

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan
IH (Ketua Koordinasi Hariani Inovasi) yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai salah satu pelaksana inovasi, ia memang benar inovasi
yang diberikan kepada kami untuk dijalankan itu memang betul
menggunakan struktur sederhana yang cukup mudah dilaksankan tidak
berbelit-belit, sehingga kami pelaksana inovasi dapat menjalankan tugas
dengan baik.” Saya sebagai koordinasi harian dipelaksana inovasi ini
melihat para anggota ini bahwa memang mereka mampu mengikuti apa
yang sudah diperintahkan, itu artinya struktur-struktur dan SOP yang
diberikan tidak menyulitkan mereka. (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan beberapa pernyataan dari informan diatas bahwa di Dinas

Kesehatan Kabupaten Bulukumba memang banyak melakukan inovasi-inovasi
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baik itu ide-ide dari karyawan sendiri maupun usulan dari pemerintah dan
laporan-laporan keluh kesah dari masyarakat sendiri. Dinas Kesehatan mampu
memenuhi dan menjalankan inovasi tersebut dengan menggunakan Structure
Simple (Struktur Sederhana). Berdasarkan hal tersebut pemerintah setempat
(Wakil Bupati) juga berpendapat bahwa:
“la, kami selaku pemerintah setempat menyarankan kepada para SKPD
yang melakukan inovasi itu dengan menggunakan struktur sederhana agar
yang melaksanakan dan penerima inovasi-tersebut dapat menjalankan dan
menerima dengan baik yang tidak menimbulkan masalah-masalah baru.
Tujuannya untuk  semakin memaksimalkan - kualitas pelayanan
memastikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kita yang lebih
teransparan, -yaa pada akhirnya semakin meningkatkan indeks kekuasaan
publiknya masyrakat Bulukumba terhadap pelayanan. (Hasil wawancara
28 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah seorang masyarakat (RD) berkata
bahwa :

“saya selaku warga atau ‘masyarakat Bulukumba berterimakasih kepada
pemerintah setempat atau pun- kepada pegawai PSC karena adanya

program tersebut saya merasa terbantu dan tertolong dengan adanya
program tersebut” (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas
dapat disimpulkan bahwa Structure Simple (Struktur Sederhana) berupa langkah
awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah inovasi, Structure simple
(Struktur sederhana) ini sangat membantu dalam proses jalanya sebuah inovasi
karena tidak menyulitkan dan tidak berbelit-belit sehingga proses inovasi dapat
berjalan dengan cepat dan lancara dan memberikan manfaat. Hal tersebut sesuai
fakta yang ada dilapangan dimana laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan,
pelaksana inovasi dan pemerintah setempat juga mendukung penuh dengan

Structure simple (Struktur sederhana) yang dilakukan dalam menjalankan inovasi.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi langsung saya bahwa
memang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memang menggunakan
struktur sederhana karena saya melihat sendiri struktur dan langkah yang mereka

lalui saat melakukan sebuah inovasi.

2.Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi)

Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi) yang dimaksud disini adalah para
aparat pemerintah yang bekerja sesuai dengan bidangnya atau keahliannya
masing-masing tetapi. memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk sebuah
perubahan didalam satu organisasi. Ada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih
dalam mengenai proses inovasi itu sendiri yaitu dasar inovasi, visi dan misi, dan
target didalam melakukan sebuah inovasi. Dari ketiga fokus tersebut nantinya
dapat memperlihatkan bagaimana proses inovasi ini berkembang didalam satu

organisasi.
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Tabel 4.6 Deskripsi Proses Berdasarkan Aktifitas dan Strategi dalam Inovasi
Organisasi di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

Informan Dasar inovasi Visi dan Misi Target
Wakil Peraturan -Berorientasi -Meningkatkan derajat
Bupati menteri PANRB | pada hasil kesehatan masyarakat
Bulukumba | Nomor 30 Tahun .
2014 tentang -Bermanfaat -L\Arr?é?lr;?]l;?tkan kesehatan
pelayanan publik | -Berkelanjutan g
Pelaksana | Program one | -Mudah -Memaksimalkan  kualitas
Inovasi agency one | diterapkan pelayanan
Pak innovation . .
fhwan) -Membuat - para | -Memastikan kualitas
anggota lebih | kelembagaan pemerintah
professional
Dinas Program one | -Mengembangkan | -Ingin melihat . kabupaten
Kesehatan | agency one | ide-ide para | bulukuumba semakin
innovation pegawai berkembang
-Menghargai -Semua inovasi yang
masukan- dilakukan dapat bermanfaat
masukan bagi masyrakat
Masyarakat | Kebutuhan -Memudahkan -Agar masyrakat bisa
. . masyarakat dan Dacat  diteri merasakan kenyaman
(jumaping) peningkatan -Dapa K |ter|ma pelayanan
kualitas 3
pelayanan -Bermanfaat
kesehatan.

Pada tabel Machine bureaucracy diatas dapat kita lihat bahwa Wakil

Bupati Bulukumba memiliki dasar inovasi dalam pelaksanaan program one

agency one innovation yaitu Peraturan menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014

tentang pelayanan publik, juga memiliki visi dan misi yaitu Berorientasi pada

hasil, Bermanfaat, Berkelanjutan. Dan memiliki target khusus yaitu Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dan Memingkatkan kesehatan emergensi. Kemudian
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rumah sakit umum daerah Bulukumba juga memiliki dasar inovasi yaitu Program
one agency one innovation, visi misinya untuk melihat keberhasilan program
tersebut yaitu mudah diterapkan, membuat para anggota lebih professional dan
pastinya ada target yang ingin dicapai yaitu memaksimalkan kualitas pelayanan,
dan memastikan kualitas kelembagaan pemerintah. Pada Dinas Kesehatan sendiri
dasar inovasinya yaitu Program one. agency one innovation dan visi misinya yaitu
mengembangkan ide-ide -para karyawan dan menghargai masukan-masukan,
kemudian target yang ingin dicapainya vyaitu Ingin melihat Kabupaten
Bulukuumba semakin berkembang, dan Semua inovasi yang dilakukan dapat
bermanfaat bagi masyrakat.

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa Machine
Bureaucracy (Mesin Birokrasi) didalam. organisasi inovasi sangat dibutuhkan
karena dengan adanya mesin birokrasi=inovasi yang dijalankan dengan mudah
dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat. Hal ini didukung oleh pernyataan

informan dengan inisial TS (wakil bupati) mengatakan bahwa :

“Saya selaku wakil dari pemerintah setempat, yaa... kita sebenarnya
berharap, mendorong semua SKPD dan para karyawan didalamnya .agar
mereka mampu memprsentasikan inovasi-inovasi apa saja yang mereka
lakukan dan kita coba uji apakah inovasi yang dilakukan, apakah
memberikan manfaat dan kemanfaatan untuk masyarakat kita dan
kemudian juga apakah inovasi itu lebih efektif dalam proses pelayanan
karena jangan sampai inovasi yang dilakukan malah semakin memersulit
penyelenggaraan pemerintahan kita” (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Hal tersebut dijawa oleh Dinas Kesehatan selaku salah satu sumber
inovasi-inovasi yang telah dijalankan, yaitu oleh informan DW (kabid binyankes)

bahwa :
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“Ia, Dalam pelaksanaan inovasi-inovasi ini tentunya dengan semangat para
karyawan dan teman-teman, dan masukan-masukan dari pemerintah
sendiri yang sangat membantu kami, sehingga setiap inovasi yang kami
jalankan dapat terlaksana dengan baik, dan kami mampu mempertanggung
jawabkan.saya sebagai Kabid Binyankes merasa senang melihat para
karyawan-karyawan dan teman-teman dapat terlibat dan bekerja secara
sama-sama didalam menyukseskan inovasi-inovasi baru” (Hasil
wawancara 7 juli 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan diatas bahwa para
karyawan atau aparat mampu bekerja sama, hal tersebut sesuai observasi yang

dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan dari wawancara diatas, hal tersebut senada dengan yang
disampaikan oleh informan HW (Sekretaris Dinas Kesehatan) bahwa:

“Yaaa yang selama ini saya lihat ssiii, mereka mampu bekerja sama
didalam melaksanakan tugas yang terkait dengan bidangnya masing-
masing, dan mereka mampu bekerja secara sungguh-sungguh karena
adanya target-target yang ingin dicapainya” (Hasil wawancara 9 agustus
2019)

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan informan IH (
Ketua Koordinasi Harian Pelaksana Inovasi) bahwa:

“la kalo berbicara tentang mesin birokrasinya artinyakan bagaimana
pelaksan dan para aparat mampu bekerja sama, begitukan... yaa kami
sebagai pelaksana sudah jelas kami bekerja sama sama didalam melakukan
inovasi ini, to disini sudah ada jadwal dan sif masing-masing, itu artinya
kita harus dong..melakukan tugas sesuai apa yang semestinya dilakukan,
dan kami tidak lupa dengan peraturan-peraturan awal yang telah dibuat.
Nahh saya selaku ketua koordinator harian sesekali jika dilokasi trus ada
yang bisa saya bantu, saya juga bisa turung langsung kelapangan. Kan
segala sesuat yang berat jika dilakukan dengan sama-sama insyaallah
semuakan ringan” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Hal tersebut senada dengan informan DN (Pelaksana Salah Satu Inovasi) bahwa:

“Kan ini memang pekerjaan kami, yaa kami harus dong, dan mau tidak
mau kami harus bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Kan sukses
tidaknya sebuah inovasi ataupun tugas kami too nantinya kami sendiri
yang akan rasakan dampaknya dan kami memang mempunya sif atau
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jadwal masing-masing tetapi jika salah satu diatntara kami memiliki
urusan yang betul-betul tidak bisa ditunda, kami berkomunikasi untuk
tukaran jadwal piket, kan itu salah satu bentuk kerja sama kami” (Hasil
wawancara 23 juli 2019)

Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi) adalah kerja sama yang
dilakukan para karyawan atau pun aparat setempat. Dan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulukumba juga menggunakan Machine Bureaucracy didalam
melaksanakana tugas atau menjalankan sebuah inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga mendapatkan respon baik dari
salah satu masyarakat yang telah merasakan dari adanya salah satu inovasi
dipemerintahan Kabupaten Bulukumba yaitu JP (Masyarakat) :

“Yaaa saya sangat bersyukur dengan adanya inovasi dibidang kesehatan,

karena adanya inovasi ini saya sebagai masyrakat biasa sangat-sangat

berterima kasih untuk semua yang sudah membantu. Apana ia’ kasi tau
mabela bola ku pole dikotae na pa mabela rumah sakiee. Aladeceng engka
diaseng talipong (telpon) mata lipong mi tauee na engka jemput ki anaku

kasi langsung ditiwi lao dirumah sakit.” (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas,
dapat disimpulkan bahwa Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi) didalam
pelaksanaan inovasi sangat diperlukan, karena didalam melakukan sebuah inovasi

tidak bisa dilakukan dengan sendiri, atau tanpa masukan-masukan dari rekan

kerja.
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Professiona Bureaucracy (Birokrasi Professional) yang dimaksud disini

adalah para pembuat inovasi maupun pelaksana inovasi, mampu bekerja secara

professional, yang betul-betul bekerja dengan tekun yang tidak mementingkan

kepribadiannya. Agar inovasi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

Tabel. 4.7 Deskripsi Propesional Birokrasi Berdasrkan Inovasi Organisasi Dinas
Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Informan Peningkatan keahlian pegawai Kinerja pegawali
Wakil Bupati | -Sosialisasi -Ada target. yang harus
RS -Pembinaan langsung  ditempat y
kerja
-Pelatihan-pelatihan
Pelaksana -Melakukan diklat-diklat-emergensi | -Tingkat kedisiplinannya
Inovasi (Pak sudah meningkat
Ihwan)
Dinas -Menyediakan ruang dan dana | -Kinerja pegawai dan disiplin
kesehatan pelaksanaan pelatihan pegawai sangat signifikat
Masyarakat = | -Sosialisasi menggunakan | -Kinerja lebih teratur
(jumaping) pelatihan-prlatihan serta  ada
ping perearan berita dimedia social
Pada tabel diatas untuk melihat Professiona Bureaucracy dalam

Innovation Organization. Bupati dan Wakil bupati Bulukumba melihat dengan

menggunakan sub indikator yaitu peningkatan keahlian pegawa yakni sosialisasi,

pembinaan langsung, dan pelatihan-pelatihan, dan melihat dari segi kinerja

pegawai yaitu adanya target yang harus dicapai. Kemudian rumah sakit umum




64

daerah Kabupaten bulukumba juga melihat pada bagian peningkatan keahlian
pegawainya yaitu dengan melakukan diklat-diklat, kemudian Kinerjanya yaitu
tingkat kedisiplinannya sudah meningkat. Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba juga melihat peningkatan keahlian pegawainya yakni menyediakan
ruang dan dana pelaksanaan pelatihan.

Pada tabel diatas berfokus pada Professiona Bureaucracy (Birokrasi
Professional) yaitu para aparat mampu bekerja secara professional karena dengan
arahan dari atasan-dan pemerintah tersebut agar inovasi dapat berjalan dengan
baik, dan mereka ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing agar mereka juga
dapat lebih mendalami keahliannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari
informan TS (Wakil Bupati) bahwa :

“Saya selalu menyarankan setiap Instansi bahwasannya sebelum menerima

pegawai honorer harus ' diihat “dulu dari lulusannya, pengalaman-

pengalaman kerjanya, keahliannya. Agar nantinya dalam melakukan

tugasnya dapat bekerja secara professional atau bekerja sesuai
kemampuannya dan keahliannya’ (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Berikut ada pernyataan dari informan yang berinisial HW (Sekretaris
Dinas Kesehtan) bahwa:

“Saya kira inovasi mereka yang kadang muncul, itu mereka sesuai dengan
propesinya, propesi masing-masing misalnya seorang perawat inovasi
yang ada maka dikembangkan didunia keperawatan, jadi masing-masing
berinovsi sesuai lingkup pekerjaanya kemudian tentunya inovasi yang
muncul ini yaaaa, bagimana pekrjanya evektif dan efisien” (Hasil
wawancara 9 agustus 2019)

Dari hasil wawancara diatas hal tersebut senada dengan apa yang
dikatakan oleh informan DW (Kabid Binyankes) bahwa :
“Alhamdulillah sampai sejauh ini mereka para karyawan mampu bekerja

secara professional dan mampu menyelesaikan apa yang diperintahkan
yang sesuai bidangnya masing-masing, maka dari itu setiap ada inovasi
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yang arahkan kedinas kesehatan oleh pemerintah setempat kita mampu
menyelesaikan dengan baik” (Hasil wawancara 7 juli 2019).

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulukumba. Professiona bureaucracy (Birokrasi Professional) bahwa
para karyawan pada Dinas Kesehatan sangat mematuhi aturan yang ada, mereka
mampu bekerja secara professional. Hal tersebut sesuai fakta yang didapat
dilapangan. Dan hal tersebut didukung dengan apa yang disampaikan oleh
informan HM (Kasubag Umum) mengatakan bahwa:

“Yaa sudah jelas mereka bekerja secara professional karena mereka
ditempatkan pada bidang atau keahliannya masing-masing, kan kami di
Dinas Kesehatan ini ‘menerima karyawan 'yang betul-betul lulusan dari
dunia kesehatan. Agar mereka nantinya didalam pelaksanaan tugasnya
dapat melaksankan dengan baik, yaa artinya bekerja secara professional
lahh* (Hasil wawancara 10 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas- yang dilakukan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa semua karyawan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bulukumba mampu bekerja secara professional.

Kemudian hasil wawancara ini senada dengan informan IH (Ketua
Koordinasi Harian Pelaksana Inovasi), mengatakan bahwa:

“Ya, seperti yang saya bilang diawal bahwa yang dipelaksanan inovasi ini
adalah betul-betul petugas-petugas yang masuk dalam seleksi inovasi PSC
ini adalah orang-orang yang memang punya fisik perikemanusiaan disini
tidak ada tenaga yang misalnya saya arahkan untuk coba kerjakan ini tidak
ada satupun yang bertaya berapa uangnya pak. Murni yang mana mau
diselsaikan. Itulah yang mendorong semangat saya ornag-orang yang
bekerja di PSC ini krna lebih mengembangkan sisi perkemanusiaan dari
pada aspek-aspek yang lain, itu yang membuat kami bersemangat. Mereka
bekerja secara professional” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu karyawan pelaksana

inovasi LS berpendapat bahwa:
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“la ini memang tuntutan dari atasan dan aturan langsung dari kantor yang
memang harus bekerja secara professional, kami sebagai pelaksana
sekligus karyawan yaa harus mampu bekerja secara professional. Tetapi
ini merupakan hal yang baik dan berdampak positif baik untuk diri sendiri
maupun untuk masyrakat, ya untuk masyarakat dapat menikmati dari hasil
kerja kami misalnya kami ini bekerja disalah satu inovasi yaituPublic
Safety Center(PSC), tugas kami ini misalnya, ada kasus- kasus tengah
malam yang butuh bantuan darurat mereka pun bingun mau menelpon
siapa, saya butuh bantuan armada mau dipindahkan dari rumah ini di
angkut ke sarana pelayanan untuk menapatkan pertolongan atau ada
petugas yang bisa hadiri ditempat untuk melakukan penanganan
secepatnya. Dan inovasi ini banyak mendapatkan respon baik dari
masyarakat dan Bapak Bupati sendiri. (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa
informan diatas dapat disimpulkan bahwa Professiona Bureaucracy (Birokrasi
Professional) memang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
karena para karyawanya ditempatkan pada porsinya masing-masing atau bekerja
sesuai apa keahlianya, dan para -karyawan Dinas Kesehatan mampu bekerja
dengan tidak mencampur adukkan-dengan urusan yang diluar dari apa pekerjaan
mereka. Karena mereka mengutamakan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba salah satu misinya yaitu Meningkatkan pelayanan hak dasar
masyarakat dibidang infrastruktur, dan kesehatan.

4. Divisionalized Form ( Formulasi Pembagian)

Divisionalized Form (Formulasi Pembagian) berupa standar yang
digunakan dalam menjalankan suatu inovasi organisasi, agar inovasi tersebut
berjalan dengan lancar. Untuk mendalami Divisionalized Form (Formulasi
Pembagian) ada kajian fokusnya yitu standar pelayanan dan aturan yang
digunakan dalam satu sisitem inovasi.

Tabel 4.8 Deskripsi Divisional Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan
dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba
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Informan Standar pelayanan Aturan
Wakil Membutuhkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017
Bupati kerjasama yang baik, | tentang inovasi daerah
Bulukumba | yang  professional,
cepat tanggap
Pelaksana ~ Mematuhi aturan yang | -Istruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang
inovasi (pak telah dibuat dari dinas | program decade aksi keselamatan jalan. (salah satu
ihwan) kesehatan sendiri programnya mengamanahkan untuk membentuk
public safety center PSC disetiap kabupaten dan
kota)
-Permenkes RI Nomor 19 tahun 2016 tentang
sistem penanggulanganggawat darurat terpadu
(berita Negara R1 tahun 2016 nomor 803)
-Peraturan- Bupati homor 11 tahun 2018 tentang
pembentukan Public Safety Center (psc) di
Kabupaten Bulukumba.
Dinas Mempercepat rantai- | -Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun
kesehatan rantai pelayanan 2012 tentang sistem inovasi daerah
inovasi yang dibuat
itu harus efektif dan
efisien
Masyarakat | Kebutuhan kami "} Tidak ada
(ridwan) terpenuhi

Wakil Bupati Bulukumba melihat Divisionalized Form pada Innovation

Organization melihat dari standar pelayanannya yaitu membutuhkan kerjasama

yang baik, yang professional dan cepat tanggap, dan memiliki aturan yaitu

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Kemudian Rumah sakit umum daerah Bulukumba melihat standarnya denggan

mematuhi aturan yang telah dibuat dari Dinas Kesehatan sendiri, kemudian

aturannya yaitu Istruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program decade

aksi

keselamatan jalan.

(salah satu programnya mengamanahkan untuk

membentuk public safety center PSC disetiap kabupaten dan kota) dan Dinas
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Kesehatan melihat sandar pelayananya dengan mempercepat rantai-rantai
pelayanan inovasi yang dibuat dengan harus efektif dan efisien dan ataurannya
yaitu Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2012 tentang sistem inovasi
daerah. Kemudian masyarakat berkata kebutuhan kami terpenuhi.

Pada tabel diatas merujuk pada Divisionalized Form (Formulasi
Pembagian) yaitu setiap inovasi yang dilakukan harus berlandas pada peraturan
pemerintah dan standar-standar pelayanan. Agar-inovasi yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik dan mendapatkan respon baik dari_pemerintah setempat.
Berikut hasil wawancara terkait Divisionalized Form (Formulasi Pembagian)
dalam inovasi organisasi. Adapun hasil wawancara dengan informan TS (Pak
Wakil Bupati Bulukumba) terkait dengandivisionalized formdidalam inovasi
organisasi bahwa :

“Yaa kami selaku pemerintahan kabupaten bulukumba akan selalu

mendukung setiap inovasi-inovasi yang dibuat oleh SKPD, dengan catatan

tidak merugikan masyarakat, melaikan membantu instansi-instansi lain
maupun membantu pembangunan, dan pelayanan masyarakat Bulukumba
sendiri, Dan tentunya setiap inovasi yang dilakukan oleh instansi kami
harus tau dulu manfaat,target dan dampaknya apa, kalau memang dampak,
target, dan manfaatnya baik yang tidak menimbulkan masalah-maslah baru

yaa kami dukung dan terima kemudian kami rapatkan dan buatkan aturan-
aturan. (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Adapun wawancara yang terkatit tentang Divisionalized Form didalam
inovasi organisasi, wawancara dengan informan HW (Sekretaris Dinas Kesehatan)
bahwa :

“Saya kira segala hal itu ada aturan yang menaungi nya dan tentunya
inovasi tidak sekedar inovasi. Yaa harus ada target, agar bisa ditindak
lanjuti, diimplementasikan supya betul-betul ada daya ungkitnya
kemasyrakat dan standar outputnya yaa tentunya mendapatkan semacam
penguatan dari shakholder yang ada, mendapatkan semacam saran dan
masukan supya inovasi yang ada tentunya lebih baik, lebih berguna, dan
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juga mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat inovasi itu lebih
berguna. (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Kemudian informan IH (Ketua Koordinasi Pelaksana Inovasi PSC) juga
berpendapat bahwa:
“Saya selaku ketua koordinasi harian di salah satu inovasi yang dibuat dari
Dinas Kesehatan yaitu PSC bahwasagnya dalam menjalankan inovasi ini
tentunya ada target yang kami ingin capai dan Alhamdulillah trget tersebut
sudah kami dapatkan dan pastinya ada atauran yang menaunginya yaitu
Instruksi presiden No 4 tahun- 2013 tentang program decade aksi
keselamatan jalan, dimana salah satu programnya adalah mengamanahkan
untuk membentuk Public Safety Center (PSC) di setiap Kabupaten/Kota.
Dan Praturan Bupati No 11 Tahun 2018 tentang pembentukan Public

Safety Center (PSC) di Kbupaten Bulukumba. (Hasil Wawancara 22 juli
2019)

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dari beberapa informan dapat
kita simpulkan bahwa Divisionalized Form (Formulasi Pembagian) itu memang
dibutuhkan didalam sebuah inovasi, karena jika tidak ada target dan aturan yang
menaunginya pasti Kinerja karyawan tidak bisa dikontrol karena tidak adanya
target yang ingin dicapai, dan tidak adanya aturan-aturan yang ingin patuhi. Hal
tersebut sesuai fakta yang didapat dilapangan.
5.Adhocracy

Adhocracy yang dimaksud disini yaitu apakah ada lembaga atau organisasi
khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan satu inovasi
yang dilakukan. Untuk mengkaji lebih dalam berfokus pada manfaat, dan kerja

sama pengembangan inovasi.
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Tabel 4.9 Deskripsi Adhocracy Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan
dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Informan Manfaat Kerja sama pengembangan
inovasi

Wakil Bupati | Pemerintah merasa senang | Tidak ada kerja sama antra
Bulukumba dan bangga lembaga lain
Pelaksana Meningkatkan rasa kepusan | Tidak ada kerja sama antra
inovasi  (pak | kepada pemerintah sendiri | lembaga lain
ihwan) dan dinas-dinas yang terkait
Dinas Bertanggung jawab, dan | Tidak ada kerja sama antra
kesehatan melatih diri lembaga lain
Masyarakat Merasa aman dan terpenuhi | Tidak ada
(ridwan)

Pada tabel diatas Wakil Bupati Bulukumba serta Dinas-dinas yang terkait

yang melakukan inovasi-inovasi memang Adhocracy tidak dilakukan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bulukumba, karena pemerintah berharap bahwa semua

instansi yang melakukan inovasi mampu mempertanggung jawab inovasinya

tersebut. Dari situlah pemerintah mendapatkan manfaatnya yakni pemerintah

merasa senang dan bangga, rumah sakit umum daerah Bulukumba merasa

meningkatkan rasa kepuasan kepada pemerintah sendiri dan Dinas-dinas yang

terkait, Dinas kesehatan bertanggung jawab dan melatih diri.

Pada tabel diatas berfokus pada Adhocracy yakni disini tidak ada lembaga

khusus yang dibentuk pemerintah sendiri maupun dinas kesehatan, tetapi disini

bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, demi kelancaran satu inovasi
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disatu organisasi. Hal tersebut senada dengan apa yang didapatkan dari hasil

wawancara dengan informan dengan inisial TS (Wakil Bupati Bulukumba) bahwa

“Secara spesifik tidak ada, karena setiap SKPD itu harus bertanggung
jawab untuk melahirkan inovasi-inovasi, saya sebagai wakil bupati selalu
meminta bahwa anda harus membuat inovasi yang tujuannya yang seperti
saya sampaikan tadi. Rutin Kita sampaikan bahwa apa inovasi-inovasi
yang sudah dilahirkan oleh masing-masing SKPD dan bagiamana
efektifitas dan efesiensi-dari masing-masing SKPD dalam menjalankan
inovasi itu” . (Hasil'wawancara 28 agustus-2019)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan dengan
inisial HW (sekretaris dinas kesehatan) bahwa:

“selama ini belum ada, pernah ada dari STIELAN tapi untuk lingkup dinas
kesehatan dalam hal ini puskesmas yaa mereka masih berinovasi sendiri-
sendiri, klo di dinas kesehatan biasanya inovasi muncul itu dibawa
kepermukaan ketika misalnya ada kegitan-kegiatan penilaian tenaga
teladang , jadi inovasi itulah kadang dimunculkan melalui sebuah makalah
kemudian yaaa dilinai |tingkat * kabupaten, tingkat provinsi” (Hasil
wawancara 9 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan IH (ketua koordinasi dari
pelaksana inovasi)

“Yaa memang kami disini tidak ada kerjasama antara lembaga atau

organisasi lain, karena fasilitas yang diberikan kepada kami sudah cukup,

dan apabila kami memiliki kekurangan kami bisa langsung membuat
laporan ke Dinas Kesehatan” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dan observasi diatas dapat
disimpulkan bahwa Adhocrasy yang dilakukan untuk inovasi di Kabupaten
Bulukumba memang tidak ada, karena pemerintah berharap kepada SKPD yang
melakukan inovasi dapat bertanggung jawab sendiri dari hasil inovasi yang
mereka buat. Agar SKPD atau dinas yang melakukan inovasi bisa mandiri tanpa

mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga lain



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya peneliti ini melihat bagaimana
Innovation Organisasi di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba khususnya di

Dinas Kesehatan. Model evaluasi yang digunakan sebagai berikut:

1. Structure simple

Structure simple (Struktur sederhana ) berupa langkah awal yang harus
dilakukan - sebelum melakukan sebuah inovasi;  Structure simple (Struktur
sederhana ) ini sangat membantu dalam proses jalanya sebuah inovasi karena
tidak menyulitkan dan tidak berbelit-belit sehingga proses inovasi dapat berjalan
dengan cepat dan lancar dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut
sesuai fakta yang ada dilapangan dimana laporan yang diterima dari Dinas
Kesehatan, pelaksana inovasi dan pemerintah setempat juga mendukung penuh
dengan Structure simple (Struktur sederhana ) yang dilakukan dalam menjalankan
inovasi.
2. Machine bureaucracy

Machine bureaucracy (mesin birokrasi) didalam organisasi inovasi
ternyata mesini birokrasi sangat dibutuhkan karena dalam proses pelaksanaan
inovasi sangat di butuhkan yang namanya kerja sama baik itu karyawan sendiri
maupun aparat-aparat yang terkait sehingga inovasi tersebut dapat berjalan dengan
lancar sesuai dengan dasar-dasar inovasi Peraturan menteri PANRB Nomor 30

Tahun 2014 tentang pelayanan public yang telah dibuat dan dapat mencapai
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target-target yang ingin dicapai, melalui visi dan misi. sehingga Program one
agency one innovation tersebut berjalan dengan cepat dan manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat.

3. Professiona bureaucracy

Professiona bureaucracy  (birokrasi professional) ini juga sangat
dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi, dan para karyawan ditempatkan pada
posisinya masing-masing sehingga inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan
baik, dan mampu bekerja secara professional. Dengan Professiona bureaucracy
juga peningkatan keahlian pegawai dilakukan seperti sosialisai, pembinaan
ditempat kerja, dan pelatihan-pelatihan. Dengan hal tersebut tersebut Kinerja
pegawai juga meningkat karena adanya target yang harus dicapai, tingkat
kedisiplinannya juga sudah meningkat. Oleh karena itu Professiona bureaucracy
sangat dibutuhkan dalam pelaksana inovasi. pada bagian ini sangat terkait dengan
struktur sederhana dan mesin birokrasi para anggota dan karyawan bekerja dengan
melihat standar-standar simple, dan bekerja secara professional tidak menerima
masukan-masukan dari luar struktur yang telah dibuat. Sehingga inovasi tersebut

tidak mengalami hambatan-hambatan dalam proses inovasi dilaksanakan.

4. Divisionalized form

Divisionalized form ( formulasi pembagian) itu memang dibutuhkan
didalm sebuah inovasi, karena jika tidak ada standar pelayanan dan aturan yang
memaunginya pasti kinerja karyawan tidak bisa dikontrol. Adapun standar
pelayananya yaitu membutuhkan kerjasama yang baik, yang professional,cepat

tanggap, mematuhi aturan yang telah dibuat dari Dinas Kesehatan, mempercepat
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rantai-rantai pelayanan inovasi yang dibuat agar efektif dan efisien, sehingga
kebutuhan masyrakat terpenuhi. Dan dalam Divisionalized form aturanya yaitu
Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dan
instruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan
jalan. (salah satu programnya mengamanahkan untuk membentuk public safety
center PSC disetiap kabupaten dan kota).
5. Adhocracy

Adhocracy yang dilakukan untuk inovasi di ~Kabupaten Bulukumba
memang tidak ada, karena pemerintah berharap kepada SKPD yang melakukan
inovasi dapat bertanggung jawab sendiri dari hasil inovasi yang mereka buat.
Agar SKPD atau Dinas yang melakukan inovasi bisa mandiri tanpa mengharapkan
bantuan dari lembaga-lembaga lain. Tepai dengan hal tersebut tentunya memiliki
manfaat yakni pemerintah merasa“senang dan bangga, meningkatkan rasa
kepuasan kepada pemerintah sendiri dan dinas-dinas yang terkait, bertanggung

jawab dan melatih diri, yang pastinya masyrakat merasa aman dan terpenuhi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Innovative

Organization di pemerintahan Kabupaten Bulukumba, maka penulis menyarankan

1. Diharapkan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba
untuk senantiasa miningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam
penerapan inovasi agar lebih optimal, meningkatkan dalam hal pemberian

apresiasi yaitu pemberian penghargaan materi maupun non materi,
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pengakuann, mengikuti diklat sesuai prestasinya serta meningkatkan tunjangan
perbaikan penghasilan untuk para pembuat inovasi agar lebih terpacu dalam
mengembangkan ide dan pikirannya dalam membuat trombosan-trombosan
baru.

. Diharapkan untuk setiap instansi dengan adanya praturan Bupati bahwa setiap
instansi harus membuat satu inovasi dapat senantiasa membuat trombosan-
trombosan terbarunya khususnya.

. Untuk para instansi pembuat inovasi agar kiranya meningkatkan sosialisasi
program- seperti -pemberian pemahaman lebih mendalam mengenai inovasi
yang baru dibuat yang sifatnya lebih memudahkan bukan menyusahkan

masyarakat.

. Diharapkan seluruh masyarakat™ dalam.hal ini Aparatur Sipil Negara lebih
meningkatkan antusiasnya dalam —mencari informasi terbaru mengenai
perkembangan organisasi inovasi, selalu update mengenai perkembangan yang
ada unttuk kepentingan perbaikan pelayanan public yang lebih oprimal dengan

adanya berbagai inovasi.
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